BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

a. bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa pengadaan barang dan jasa yang telah ada
ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggaran;

bahwa dalam hal suatu pekerjaan dan atau pelaksanaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak
dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh
Pemerintah Daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah
pengelola dapat mengusulkan untuk menyelesaikan
kewajiban tersebut pada tahun anggaran berikutnya;
bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
Daerah dalam hal penganggaran dan pelaksanaan belanja
Daerah yang melampaui tahun anggaran sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan

Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran;



Mengingat -

| P

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
f’embentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 67 Tahun 2021
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021
Nomor 67);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

8.

9.

Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerall yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Ketapang.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala b‘entuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

10.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau

beberapa Program.

11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa. untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD. -

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Kabupaten Ketapang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang.



24.

25.
26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34,

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh PA.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat ‘Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan
dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang. digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban
APBD.

Belanja yang melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja
dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang

tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan dan

penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan
100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya;
perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan
jasa;

keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau pelaksana
pekerjaan termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang-undangan; dan/atau

kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat

tetap.

BAB III
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN
Pasal 3

Penganggaran belanja Daerah yang terjadi akibat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran
berkenaan; dan

c. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai

dasar pelaksanaan pembayaran.



(2)

(3)

(4)

Penganggaran belanja Daerah yang terjadi akibat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran
berkenaan; dan

c. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Penganggaran belanja Daerah yang terjadi akibat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :

a.kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk
memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena
kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang-undangan;

c. melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan
daerah tentang perubahan APBD;

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan

e. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Penganggaran belanja Daerah yang terjadi akibat sebagaimana dimaksud

dalam ‘Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan :

a. kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah
sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD;

C. mengesahkanh DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai

dasar pelaksanaan pembayaran.



(5) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui
tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan 100% Atau Telah Selesai

Seluruhnya Pada Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 4

Pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA-
SKPD atau perubahan DPA-SKPD;

b. APIP telah memberikan hasil reviu terhadap keterlambatan pembayaran
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya
pada tahun anggaran sebelumnya; dan

c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

Bagian Kedua

Pembayaran atas Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 5
Pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:
a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA-
SKPD atau perubahan DPA-SKPD;
b. APIP telah memberikan hasil reviu terhadap keterlambatan pembayaran
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya
pada tahun anggaran sebelumnya; dan

c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan atas Keadaan di Luar Kendali
Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia Barang dan Jasa termasuk

Karena Keadaan Kahar (force majeure)

Pasal 6

Pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

a.

dokumen hasil penelitian dari kepala SKPD terkait bahwa keterlambatan
penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa
dan/atau pengguna barang dan jasa;

Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Kahar (force
majerue) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA-
SKPD atau perubahan DPA-SKPD;

APIP telah memberikan hasil reviu terhadap pelaksanaan pekerjaan atas
keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk karena keadaan kahar (force majeure); dan

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembayaran Pekerjaan Terhadap Kewajiban Pemerintah Daerah

Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

a.

dokumen hasil penelitian dari kepala SKPD terhadap dasar pengakuan
kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA-
SKPD atau perubahan DPA-SKPD;

APIP telah memberikan hasil reviu sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan
atau pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 9 Nopember 2022

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 9 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 93

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daera
Kabupaten Ketapang,
]

=
MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

Salinan Sesuai dengan aslinya
h}{ﬁ -




